STRATEGI MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DAERAH by MARSUKI, MARSUKI
STRATEGI MEMBANGUN INFRASTRUKTUR
PEMERINTAH DAERAH
Oleh : Marsuki
Disampaikan dalam acara Workshop Inn Red International
dengan Tema : Manajemen Pembiayaan Infrasturktur Regional
Pemerintah Daerah.
Hotel Sultan, Jakarta, 13 April 2007.
STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEMERINTAH DAERAH1
Oleh : Marsuki
Saat ini, masalah infrastruktur menjadi agenda penting untuk dibenahi
pemerintah, pusat dan daerah. Alasannya, karena infrastruktur merupakan penentu
utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target
pembangunan ekonomi secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam jangka pendek
pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi, dalam
jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas
sektor-sektor ekonomi terkait. Sehingga pembangunan infrastruktur dapat dianggap
sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan,
peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta dapat
mengurangi biaya investor dalam dan luar negeri.
Infrastruktur pada dasarnya merupakan asset pemerintah yang dibangun dalam
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prinsipnya, ada dua jenis
infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Infrastruktur pusat adalah
infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat
dalam skala nasional, seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut dan udara,
jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Sedang infrastruktur
daerah adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah, seperti penyediaan air
bersih, jalan khas untuk kepentingan daerah pariwisata, dan sebagainya.
Ditinjau dari fungsinya, infrastruktur dibedakan pula menjadi dua, yakni
infrastruktur yang menghasilkan pendapatan dan yang tidak menghasilkan pendapatan.
Jenis infrastrukur pertama, umumnya dimanfaatkan sekelompok masyarakat tertentu,
dimana dengan fasilitas yang disediakan, masyarakat penggunanya dikenakan biaya.
Seperti air bersih, listrik, telepon, taman wisata dan sebagaianya. Jenis infrastruktur ke
dua, penyediaannya untuk dinikmati masyarakat umum, seperti jalan raya, jembataan,
saluran air irigasi dan sebagainya, sehingga penggunanya tidak dikenai biaya.
Pada dasarnya, infrastruktur merupakan tanggungjawab dan kewajiban
pemerintah pusat dan atau daerah, namun karena keterbatasan kemampuan dan dana
yang semakin besar dalam APBN dan APBD, dibanding kebutuhan masyarakat dalam
jumlah dan kualitas infrastruktur, maka berbagai persoalanpun timbul sehingga perlu
dicarikan solusinya. Untuk kepentingan itu diperlukan pendekatan terpadu, mulai dari
proses perencanaanya pembangunannya sampai pada pengelolaan dan pelayanannya
untuk masyarakat, utamanya dengan cara mensinerjikan fungsi dan tanggungjawab antar
stake holder, antar sektor, antar daerah atau wilayah, dengan pelibatan pihak
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masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak lainnya.
Dalam kaitannya dengan upaya mengatasi keterbatasan dana pembangunan
infrastrukur, maka pemerintah pusat atau daerah terlebih dulu perlu
mengimplementasikan strategi sesuai prinsip ”Infrastructure for all”, dimana
pemerintah harus berusaha dapat menjamin adanya kesetaraan tanggungjawab bagi
tersedianya prasarana dasar infrastruktur untuk masyarakat. Untuk kepentingan itu
maka prinsip ”Cost recovery” atas keterbatasan anggaran perlu menjadi prioritas awal
guna menutup biaya operasional dan perawatan infrastruktur, sehingga anggaran dapat
dialokasi khusus untuk prasarana infrastruktur dasar dengan manfaat sosial yang tinggi,
dan kelayakan finansial rendah. Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur yang
lebih cepat, maka pemerintah perlu mengembangkan sumber pendanaan alternatif,
baik yang bersumber dari dana masyarakat di lembaga-lembaga keuangan perbankan,
berupa pinjaman atau kredit investasi, atau dari non perbankan, melalui penerbitan
surat-surat berharga, seperti obligasi. Atau dengan cara melibatkan pihak swasta,
misalnya melalui strategi ”Development sharing” atau dengan cara “Built, operate and
transfer (BOT)” atau atas dukungan finansial murni atau investasi dari negara maju.
Tampaknya, hingga kini pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari dari
dana masyarakat di perbankan akan masih mengalami kendala cukup besar. Hal ini
disebabkan karena pandangan perbankan yang masih sangat konservatif sebab
memandang infrastruktur sebagai sektor yang mempunyai resiko tinggi, berjangka
panjang dan memerlukan dana yang sangat besar, serta terpaksa bersuku bunga
pinjaman lebih tinggi dari pinjaman lainnya. Jikapun ada, maka pembiayaannya hanya
akan diperoleh melalui pinjaman konsorsium yang merupakan gabungan dana dari
beberapa bank dan lembaga non bank, baik dari dalam maupun luar negeri. Di
Indonesia, praktek pembiayaan serupa ini telah dilaksanakan, diantaranya dengan
pembiayaan konsorsium BCA dan Bank Mandiri untuk proyek jalan tol di pulau Jawa.
Dengan keterbatasan anggaran pemerintah sendiri serta sulitnya pendanaan
perbankan, maka terjustifikasi perlunya peran swasta dalam penyediaan infrastruktur,
diantaranya melalui pola Development sharing, yaitu pola kerjasama pemerintah dan
swasta dengan komposisi penyertaan modal dan bagi hasil. Atau dengan pola BOT,
yaitu seluruh pembiayaannya oleh swasta. Dalam prakteknya, banyak kejadian pihak
swasta dalam posisi sulit, akibat praktek birokrasi yang kurang tepat, karena kurang
jelasnya kebijakan pemerintah, lemahnya kerangka hukumnya, atau akibat besarnya
faktor ketidakpastian pola kerjasama. Sehingga untuk keberhasilannya, disarankan
bahwa sebelum kemitraan tersebut dilaksanakan, maka perlu adanya evaluasi tujuan
dari proyek dengan menetapkan pembagian resiko secara adil, menjamin pendapatan
minimum dan menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan, serta pemerintah
dapat menjamin kelayakan ekonomis proyek infrastruktur tersebut.
Selain itu, dalam kontarak BOT, perlu ditetapkan pedoman penilaian asset
infrastruktur dan nilai transfernya. Juga diperlukan kebijakan kemitraan yang jelas bagi
masyarakat, dalam rangka pemerintah dapat menjamin kepentingan publik, investor
dan pengguna secara adil, agar mekanisme pasar dapat terjamin dalam kerangka
terbentuknya praktek ”Corporate governance” yang baik, meliputi tercipatnya
persaingan sehat, transparan dan akuntabilitas. Dalam prakteknya, kemitraan
pendanaan infrastruktur antara pemerintah dengan swasta dapat juga dilakukan melalui
strategi : ”Asset backed securities”, ”Modified turn key system”, dana infrastruktur dan
skema lainnya, sesuai kesepakatan dan perkembangan metode lainnya.
Model kemitraan pemerintah dengan swasta yang populer tapi sering
kontroversial adalah metode ”Privatisasi”. Metode ini sering dipercayai sebagai strategi
yang memberikan tingkat efisiensi tinggi bagi pelaksanaan investasi infrastruktur,
baiknya kualitas pelayanan, tapi juga sering bermasalah karena dianggap adanya ”Trade
off” kepentingan pemerintah yang mengejar kesejahteraan, sedangkan swasta dianggap
hanya mengejar keuntungan. Tampaknya, strategi ini sering mendapat penolakan
masyarakat, dimungkinkan karena kurangnya pemahaman terhadap konsep privatisasi
yang benar. Sehingga disarankan, pemerintah perlu selalu melakukan sosialisasi, selain
harus mencegah kegagalan atau adanya distorsi bagi kepentingan masyarakat.
Disamping itu, perlunya pemerintah merangsang minat adanya investor asing untuk
melakukan pembangunan infrastruktur yang pro pembangunan sumber daya
lokal/nasional, melalui penjaminan dan jelasnya prosedur pemberian izin, memperbaiki
iklim usaha, serta membentuk badan regulasi khusus investasi asing dengan
mempertimbangkan kondisi masing-masing negara dalam kerangka kepentingan
nasional dan daerah.
Selanjutnya, sumber pembiayaan infrastruktur dengan strategi penerbitan surat
berharga, dapat juga dilakukan dengan berbagai ragammnya. Tampaknya strategi ini
merupakan pilihan yang perlu diperhitungkan untuk dilaksanakan pemerintah daerah
khusunya jika menginginkan infrastruktur dapat berbiaya murah, ada partisipasi
masyarakat secara luas serta tidak memberatkan anggaran pemerintah. Dalam skala
daerah, penerbitan surat berharga dapat berupa obligasi daerah, yang bukan hanya
dapat diterbitkan pemerintah daerah, tetapi juga lembaga-lembaga khsusus, baik
ekonomi atau bukan. Seperti BUMD, Bank Pembangunan Daerah, atau kantor-kantor
dinas pemerintah, misalnya dinas pekerjaan umum, pariwisata, air bersih dan
sebagainya. Sesuai sifat dan perilaku, serta tujuan penggunaan dana yang dihasilkan,
maka obligasi daerah tersebut dapat berupa : 1) General obligation bond (jalan umum);
2) Special revenue bond (kawasan pariwisata);  3) Limited tax bond (pusat
perbelanjaan);  4) Incremental tax bond (jalan terisolasi); 5) Double barrel tax bond
(jalan tol); 6) Special asseesement bond (jaringan gas); dan 7) private activity bond
(rumah sakit atau sekolah).
Untuk kesuksesan penerbitan berbagai jenis obligasi daerah tersebut, maka
sebelumnya diperlukan analisis mendalam tentang berbagai hal. Dimulai dari
pemahaman aspek hukumnya, prosedurnya serta pertimbangan manfaat ekonominya.
Dalam kaitan itu, terlebih dulu dilakukan analisis SWOT, untuk mengetahui kekuatan,
kelemahan, peluang, serta ancamannya. Dimana secara umum, prinsip dasar strategi
penerbitan obligasi daerah tersebut didasarkan pada asas : ”Strategi memanfaatkan
kekuatan untuk menangkap peluang; dan Strategi memanfaatkan kekuatan untuk
mengeliminasi ancaman; atau dengan Strategi memperbaiki kelemahan untuk
menangkap peluang; serta Strategi memperbaiki kelemahan untuk mengeliminasi
ancaman”.
Tampaknya, dengan kondisi geografis dan keadaan Indonesia, maka untuk
mudahnya pemerintah dapat membangun, mengelola dan memelihara infrastruktur
pada era otonomi saat ini, hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan paduan dari
berbagai strategi yang dijelaskan di atas, melalui pendekatan "Desentralisasi
pembangunan infrastruktur". Memang strategi desentralisasi pembangunan infrastruktur
mungkin akan berhasil karena adanya interaksi langsung antara masyarakat dengan
pemerintah daerah untuk membenahi masalah infrastruktur yang dihadapi. Tapi di sisi
lain, hal tersebut dapat juga menimbulkan masalah, apabila persoalan administrasi lebih
mendominasi pertimbangan-pertimbangan yang bersifat fungsional maupun sosial dan
geografis terhadap keberadaan infrastruktur yang melayani lebih dari satu daerah
administrasi. Sehingga pertimbangan strategi desentralisasi infrastruktur selayaknya
dilakukan pemerintah daerah dengan memperhitungkan situasi dan kebutuhan khusus
masing-masing daerah, melalui cara membangun kerjasama antar daerah dengan
prinsip “Berbagi dan saling peduli”, namun peran intervensi tidak langsung pemerintah
pusat tetap diperlukan agar pembangunan infrastruktur tersebut tetap menjadi
kepentingan masyarakat nasional, jadi bukan hanya menjadi kepentingan dan
keuntungan masyarakat daerah tertentu semata-mata.
Contoh tentang kesuksesan pendekatan tersebut dapat dijelaskan misalnya,
dalam kasus kerjasama pembangunan infrastruktur perkotaan di wilayah DIY. Berupa
pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) dalam wadah organisasi "Forum Bersama Kota Yokyakarta", Kabupaten
Sleman dan Kabupaten Bantul atau disingkat "Karto Mantul". Lokasi kedua
infrastruktur tersebut di Kabupaten Bantul, karena mempunyai lahan yang lebih luas,
dibanding daerah lainnya. Dengan pola kerjasama itu, maka biaya pembangunan,
pengelolaan dan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh ketiga pemerintah daerah,
menjadi lebih murah. Bagi Kabupaten Bantul khususnya, penempatan IPAL dan TPA
telah memberi dampak atau keuntungan, seperti tersedianya bahan sedimentasi untuk
keperluan kebutuhan pupuk bagi petani, terbukanya daerah gembala serta terbukanya
lapangan kerja nonformal. Jelas, bahwa pola kerjasama antara daerah untuk
membangun, mengelola dan memelihara infrstruktur yang serupa ini atau lainnya dapat
ditiru oleh daerah-daerah lainnya untuk dilaksanakan.
